
l. 

dilakukan penyesuaian; 
b. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektifitas 

I . 
I 

a'.dministrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
I , 

diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan 
Jemerintah daerah; · 

I 
c. bahwa berdasarkan .pertimbangan sebagaimana dimaksud 

i 

dalam huruf a dan .huruf b, perlu menetapkan Peraturan I . 
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

I 
Pemerintah Kabupaten Bombana; 

! 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara .Republik 

i 
Indonesia Tahun 1945; 

I 
2. UJndang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

I 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

1 

(~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
t44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1 ,t 

1339); 

. 
Kabupaten Bombana sehingga Peraturan Bupati Bombana i .. 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata ·Naskah Dinas 

I . 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana perlu diganti dan 

! 

I 
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan 

I .... . 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata 

! 
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu 

! 
menyesuaikan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ).f TAHUN 2023 

TENTANG 
PEDOMAN TATANASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I 
! 
! BUPATI BOMBANA, 

BUPATI BOiVlBANA 
PROVINSI SULAVJESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang: 

I 



. ! 
·. I 

I 
I 

i 
i I - . 

3. uydang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor . I 
1~2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

I 
5911); 

I 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang 
I . 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
I 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
I 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
! 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah , I . . 
. I 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

J • 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
I 

2923 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

! 
I 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
I 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009tentang 
KJarsipan (Lembaran ": Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Inhonesia Nomor 5286); 
6. Pe~aturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
RJpublik Indonesia Tahun 2018Nomor 182); I . . . . 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
. ! 

teiltang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
I 

R~publik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2036) sebagaimana 
I • 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
! 

1do Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
n1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan I . . 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

I . 

Tahun 2019 Nomor 157); 
I . 

8. Pdraturan Menteri Dcllam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 
tehtang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

I . 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
l . 

. I 
Nomor 144); 

9. PJraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
i 

2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 

! 
i 
i 
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I 
I 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

Dalam Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud 
I 

dengan: 
I 
l , Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

i Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
I penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang 
I menjadi kewenangan daerah. 
2. Pemerintahan Daer-ah adalah penyelenggaraan urusan 

; 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan 
Tu gas Pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

' 

i 
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

I 
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

i 

BOMB ANA. 

MEMUTUSKAN : 

• 

• 
MENETAPKAN: 

i -3- 
1 

I 
! 

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 
I 
; 

f 023 ten tang Pedoman Tata Naskah Dinas; 
i 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 
I 
2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bombana; 

I 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 

i 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

I . 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 

I 
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

r 
' Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
! 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

! 



dalam komunikasi .kedinasan, 
13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

! 

' komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

1~. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik 
I adalah informasi yang direkam dalam media elektronik 
! sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat 
; 

i dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang 
I berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
I 

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi, a tau • terkait dengan informasi elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentifikasi. 

• 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 
penandatanganan, · dan pengendalian yang digunakan 

i Perkada adalah Peraturan Bupati Bombana 
7 J Kepala Daerah adalah Bupati. 

I '· sJ Wakil Kepala Daerah adalah wakil bupati Bombana 
gJ Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD 

i 
\ Kabupaten Bombana. 

10. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah kabupaten 
I 
! Bombana. 
I 
! 

11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah terdiri atas 
I sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
i lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis 
i I daerah. 
I 

12. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 
I 

i yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan 
I Daerah Kabupaten Bombana. 

6J Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 
I 

I 
sl Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

_4:... 
I 
' l 
I 



l c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 
I 

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

I 
i Pasal 6 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas Pengaturan 
lebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas 

I 
' 

Keputusan Kepala Daerah; 
Keputusan DPRD; 

Pasal 3 huruf b terdiri atas: 
I a. 
I 
b. 

i 

! 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 

c. Peraturan DPRD 
I • 

Pasal 4 
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 
iasal 3 huruf a terdiri atas: 

I a. Perda; 
I 
b. Perkada; dan 

i 

Bagian Kedua 
Naskah Dinas Arahan 

Pasal 3 
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
l 
2 huruf a terdiri atas: 

I a. Naskah Dinas pengaturan 
I 
b. Naskah Dinas penetapan; dan 

c. Naskah Dinas penugasan 

BAB II 
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAHDINAS 

Bagian Kesatu 
Um um 
Pasal 2 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 
I a. Naskah Dinas arahan; 
I 
b. Naskah Dinas Korespondensi; dan 

I c. Naskah Dinas khusus. 
I 

-5- 



Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespondensi 
· Pasal 9 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: 
a. Korespondensi internal; dan 
b. Korespondensi eksternal. 

Pasal 8 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat PJ tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

• 

dan fungsi. 
(3) Surat Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan 
untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

· I (4) Surat perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
j ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang di terbitkan 
· oleh _pen~na an~aran, kuasa _pengguna an~aran 

atau pejabat pembuat komitmen dalam rangka 
pelaksanaan perjalanandinas pejabat Daerah, Pegawai 
Negeri, Pegawai tidak tetap, dan pihak lain . 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas 

huruf a berisi ·· perintah dari atasan kepada bawahan 

c. Surat perjalanan dinas. 
Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

b. Surat.tugas; dan 
Surat Perintah ; a. 

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas; 

Pasal 7 

-6- 

l 

· jpenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur 
I I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 
I ( 1) 

I 
I 
I 
! 
i 

I (2) 

I 
I 



Pasal 13 
Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk 
surat Dinas. 
Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi 
eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. 

t 

(1) 

I 
(2) 

I 
I 

I 
I Pasal 12 • 
I . 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal 
I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam I - 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
I ' I 
feraturan Bupati ini. 

: 
(2) 

i 
I 
I 

I 
(3) 

I 
I 
i 

Pasal II 
Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan 
antar Pejabat atau dari .atasan kepada bawahan atau 
dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal 
perangkat Daerah. 
Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan 
suatu masalah, menyampaiakn arahan, peringatan, 
atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada 
bawahannya. 
Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari 
atasan kepada bawahan mengenai tindak 
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk. 

I 
l 
! 

( 1) 

I 
I 
I 
1 
! 

Memo; dan 
Disposisi. 

b. 
! 
c. 
i 

Pasal 10 

I 

I 
Naskah Dinas korepondensial internal sebagaimana di 
biaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas 

I a. Nota Dinas 
! 
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! 

(2) 
I 

Pasal 15 
Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan. 
Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau 
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak. 

u. 
I ,· 
I 
I 
I (~) 
! 
i 

t , 
I 
! 

n. 
I o. 
I p. 
I q. 
i 

r; 

! s. 
! 

m. 

! 

11 

rJ 
I g. 
l 
.1 1. 
. I 

Jl 
i 

k. 

Surat keterangan; 
Surat pengantar 
Pengumuman; 
Laporan; 
Telaahan staf; 
Notula; 
Surat undangan; 
Surat pemyataan melaksanakan tugas; 
Surat panggilan; 
Surat izin; 
Lembaran daerah; 
Berita daerah; 
Rekomendasi 
Radiogram 
Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; 
Sertifikat; 
Piagam; dan 
Surat perjanjian. 

i e. 
' 

d. Berita acara; 
' 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Khusus 

I Pasal 14 
I 

~askah Dinas khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal 
2 huruf c, terdiri atas: 
J. Instruksi; 

i 
b. Surat edaran 

I 
c; Surat kuasa; 

l 

-8- 
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Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai 
baik dilingkup internal Pemerintah Daerah, maupun 
pihak ekstemal yang tertera pada alamat tujuan untuk 
menghadiri suatu acara kedinasan. 

I 
(!11) 

I 

huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan 
saran secara sistematis terhadap sesuatu 
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan 

I kepada atasan. 
! 

(110) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j 
. merupakan catatan yang berisi proses sidang atau 
rapat. 

h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan 
(8) 

I 
I atau kejadian tertentu. 
i 

(9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
! 

pejabat yang berwenang. 
Laporan sebagimana dimkasud dalam Pasal 14 huruf 

huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari 

i 
I 

(5) 
I 
' 

I 
(6) 

I 
I 
i 

Surat kuasa sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain 
dengan atas namanya untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu dalam rangka . kedinasan sesuai 
peraturan perundang - undangan. 
Betita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf d berisi pemyataan pelaksanaan kegiatan pada 
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh 
para pihak. 
Surat keterangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 
14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk 
kepentingan kedinasan /tertentu. 
Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk 
menyampaikan barang atau naskah. 

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
I 

' 

-9- I 
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(3) 

! 

'I 
' 
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huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim 
melalui radio naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang yang berisi informasi hal terten tu yang di 
kirim melalui telekomunikasi elektronik. 
Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s 
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi 
keterangan seseorang telah lulus/mengikuti 
pendidikan dan pelatihan tertentu. 
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf t merupakan naskah dinas berisi keterangan 
tanda bukti seseorang telah mengikuti 
program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, 

(:19) 

I 

I 
(20) 

I 

I 

• 
pertimbangan kedinasan. 

i 
(118) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

! 

huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan 
atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang 
suatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan 

huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah 

i ketentuan peraturan perundang-undangan. 
I 
(tlS) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

t I 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah 
I untuk mengundangkan Perda. 
i 

(i16) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

I 
I untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD. 

(!l 7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
i 

I 
' 

n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang 
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan 

berwenang kepada pegawai untuk menghadap. 
(il4) Surat izin sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

I 
' 

14 huruf m berisi pemanggilan dari pajabat yang 

dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai 
I telah melaksanakan tugas. 
I 

(113) Surat panggilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 
! 
i 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan 
(12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana 

I 

-10- 
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Pasal 19 

j 

b. Media rekam elekronik. 

I 
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak 
inenggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. 
' 

Media rekam kertas; atau a. 
I 

Pasal 18 
Umum I 

' l 
i 
I 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: 
' ! 

Bagian Kesatu 

BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS • 

I Pasal 17 
Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud 

! 
dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum 

I 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

! 
dari Peraturan Bupati ini. 

I 
j 
i 

I 
(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana 

J dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 
(:1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

! 
i 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek 

yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih 
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum 
yang disepakati bersama . • 

kursus orientasi, bimbingan teknis, workshop, 
seminar, dan yang sejenis. 
Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
u merupakan naskah dinas berisi keterangan 
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau 
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan 
instansi/lembaga dari pejabat berwenang. 

(21) 
' 
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Pasal 23 

Pasal 22 
Kop 

Bagian Kedua 

Naskah dinas bahasa asing. 

J. Paraf, tanda tangan, dan stempel; 
I 
k. Amplop dan map; dan 

Lampiran; 
Tembusan; 
N omor halaman; 
Penentuan batas atau ruang tepi; 
pen yam bung; 
Jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata 
Penggunaan tinta; 
Penggunaan kertas; 
Penomoran; 

Pasal 21 

Pasal 20 

-12- 

· 1 

i 

I 
I 
I 

I 
j Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elekronik 
I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b 
j menggunakan: 
I a. Aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau 
i I b. Aplikasi pengolah kata atau data. 

I 
I 
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
! 
Pasal 18 berisi unsur: 
I a. Kop; 
I 
I 

b. 
! 
I c. 
k. 
I 
I e. 

I 
f. 
I g. 
i 
I 

h. 
I 
1. 

• 

• 

!l. 
i 
l 

I 

I 

1

1Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri 

atas; . • I . . 
,a. Kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan 
[b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

I 
i 
I ( 1) Kop Naskah , ' Din as Jabatan Kepala Dae rah 

I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, 
, I digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani 

l oleh Bupati. 

I 
! 

I 
I 

i 



I 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 
I Pasal 28 
Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 
kenugasan, Naskah Dinas Korespondensi, dan Naskah 
I ' . 
Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Scriffpapier 

tHVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh 
buluh) gram/m2 kecuali pada lembaran Daerah dan berita 
I 
daerah. 
I 

I 

Pasal 27 

Penggunaan Kertas 
Bagian Keempat 

' 
:inerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ! . 

. Bupati ini. 
! 

I 

I 
Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
I ; 
huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 
I 
pengaturan dan naskah Dinas penetapan sesuai dengan 

• 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
I 
dimaksud pada Pasal 2 huruf b digunakan untuk Naskah 

! 
Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain 

I 
Bupati. 

I Pasal 25 
Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana 

I 
dimaksud dalam Pasal 22 .tercantum dalam lampiran yang 
kerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

I 
I 

ini. 
I 
i 
i 
I Bagian Ketiga 
' i Penomoran 

I Pasal 26 
Ketentuan mengenai . penomoran sebagaimana dimaksud 

I 
dalam Pasal 21 huruf b tercantum dalam lampiran yang 

• 

Pasal 24 

Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh 
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan 
pelaksana harian Bupati. 
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Pasal 31 
Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan 
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas 
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan 
sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

Bagian Keenam 
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata 

Pen yam bung 

atau pigment durabrite . 

Bagian Kelima 
Penggunaan Tinta 

i 

I Pasal 30 
(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan 

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d sebagai berikut: 
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna 

hi tam; 

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan 
dan paraf berwarna biru tua; 

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah 
Dinas, berwarna ungu; dan 

d. tinta stenipel yang digunakan untuk Naskah 
Dinas bersifat rahasia, berwarna merah. 

Jenis tinta y~ng digunakan pada Naskah Dinas 
merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur 

Pasal 29 
henis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 
I 

pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan 
~engan memperhatikan ketahanan kertas. 
! 
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I (2) 

I 
I 

l 
I 
I 
I 
i 
i 

I 
I 
! 
i 
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• 
· 1(2) 

' 
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Pasal 33 
Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada 
halaman berikutnya. 
Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditulis pada: . 
a. akhir setiap halaman; 
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah 

halaman; dan 
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya. 
Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 

Pasal32 
Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan 
Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style 

dengan ukuran 12 (dua belas). 
J enis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas 
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial 

dengan ukuranLz (dua belas). 
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• 

. I 

I 
I 
! 
I 
I 
( 1) 

I 
I 
(2) 

I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

I( 1) 
! 

1(2) 
I 

. i 
I 
i 

Bagian Ketujuh 
Penentuan Batasatau Ruang Tepi 

Pasal 34 
(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas 
bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam 

penyusunan Naskah Dinas. 
j (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) untuk Naskah Dinas 
korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 
(dua) spasi dibawah kop; dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling 
sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas. 



b) 
I 
I 
I 
I 
!(3) 

I 
1(4) 
! 
1 
' 
i 
I 
i 
i 

dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat 
terse but. 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang 
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang 

diatasnamakan. . 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan 
pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan 

kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan 
pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda 
tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam 
tidak memerlukan tembusan. 

Bagian · Kesembilan 
Tembusan 

f .Pasal 36 
.( 1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
I 

huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan 

i 
! 
i 
' I 
(2) 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

Bagian Kedelapan 
Nomor Halaman 

Pasal 35 
Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka 
arab /biasa. 
Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas 
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara 
Simetris. 

I 
I 
I 
I 
( 1) 

b. ruang tepi. bawah paling sedikit 2,5 (dua koma 
lima) cm dari tepi bawah kertas; 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi 
kiri kertas; dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari 
tepi kanan kertas. 
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(4) 

I 

I 
i 

I 
(2) 

Pasal 39 
Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, 

redaksi, dan pengetikan. 
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. paraf hierarki; dan 
b. paraf koordinasi. 
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat 
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu 
diparaf sebelum ditandatangani. 
N askah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat 
yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut 
tidak memerlukan paraf. 

( 1) 

I 

Pasal 38 
I 
Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan 
l 
Naskah Dinas. 
I 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 
Bagian Kesebelas 

(2) 

I 

Bagian Kesepuluh 
Lampiran 
Pasal 37 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan 
yang menandatangani Naskah Dinas. 
Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu 
halaman, halaman berikutnya diberi nomor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 

( 1) 
i 

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

I berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah 
I Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi 

garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata 
sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis. 
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( 1) 

I 

Pasal42 
Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi 
sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas 

Pasal 41 
Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai 
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat 
pada masing-masing unit kerja yang berbentuk 

matriks. 
Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar 
unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain 
yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang pada lembar terakhir. 

Pasal 40 

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai 
jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk 
matriks. 
Pembubuhan paraf .hierarki pada Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris 
Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, 
Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit 
Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 
(tiga) orang pejabat secara berjenjang. 
Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah 
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus 
ditempatkan pada lembar terakhir. 

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk 
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data 
sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan 
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada 
lembar pertama. 
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I 
.(6) 

I 
I 
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! 
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! 
I 
(2) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
i 
I 
I 
(3) 

I 
I 

I 
i 
I 

• I 
( 1) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 

I 
(2) 



I 
(5) 

I 
' i 
i 
i 

: 

I 
(4) 

i 
' (3) 

Pasal 44 
Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah 

Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak 
menggunakan gelar. 
Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah 
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan 
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali 
piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan 
dan pelatihan. 
Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain 
Kepala Daerah, W akil Kepala Daerah, dan Sekretaris 
Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan 

pangkat/ golongan. 
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, 
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana 
harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk 
pegawai, dan pangkat/ golongan. 
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan 
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak 
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan 
pangkat/ golongan. 

( 1) 

I 
(2) 

I 

, Dinas dengan media rekam elektronik. 

dengan media rekam kertas. 
Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah 

Pasal 43 I 
I 
( 1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas 
I 
I 
(2) 

I 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada 
I ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang. 

penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, 
dan keutuhan informasi. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
i 
I terdiri atas: 
l 

a. tanda tangan basah; atau 
b. tanda tangan · elektronik. 
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I Pasal 48 
[Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran 
! 

·1'yang ~.er.upakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

1Bupati 1n1. · . . 
i 
i 

layanan umum daerah; dan 
stempel pengamanan Naskah Dinas. 

stempel Perangkat Daerah; 
stempelunit pelaksana teknis daerah dan/atau badan 'c. 

I 
:d. 
! 
' ' 

1Stempel terdiri atas: 
i 

la. stempel jabatan Bupati; 
I 
lb. 
i 
i 

Pasal 47 

!(2) 

I 
i 
' 

Pasal 46 
Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media 
rekam kertas. 
Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik. 

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 

6. 
I 

Pasal 45 
Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 
I 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
I 

~· Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam 
susunan dan bentuk kode quick response yang disertai 
nama pejabat penandatangan dan nama jabatan; 

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 
dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan 
dinamis, media daring atau media luring; dan 
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Pasal 50 
(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan 

alamat pengirim dan alamat tujuan. 
(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 
a. lambang negara berwama kuning emas dan nama 

jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama 
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor 
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di 
bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas 
jabatan Bupati. 

b. logo daerah berwama dan nama Pemerintah 
Daerah, nama Perangkat Daerah yang 
bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan 
nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor 
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di 
bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas 
Perangkat Daerah. 

Bagian Keduabelas 
Amplop dan Map 

Pasal 49 
(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan 
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk 
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam 
kertas berbentuk persegi panjang. 

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk 
pendistribusiari Naskah Dinas dengan media rekam 
kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai 
dengan kepentingan Pemerintah Daerah. 

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas wama 
putih. 

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas 
wama coklat. 
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Pasal 53 
Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing 
dengan mengacu pada format Naskah Dinas 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

I 
( 1) 

I 
! 

Bagian Ketigabelas 
Naskah Dinas Bahasa Asing 

Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

f 

(3) 
I 
! 

Pasal 52 
Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. map Naskah Dinas Bupati; dan 
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 
Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang 
negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala 
Daerah menggunakan huruf Arial dengan ukuran 

disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas 
secara simetris. 

i 
I 

(2) 
I 
i 

(11) 
I 
I 
! 
i 

I 
I 

(2) 
I 

I 
I 
l 

Pasal 51 

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k 
terdiri atas: 
a. map Naskah Dinasjabatan; dan 
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan 
kepentingan tiap Pemerintah Daerah. 
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I 
(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas 

Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah 
Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 
4 dengan menggunakan huruf Arial. 



(2) 

I 

I 

Pasal 58 
Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan 
kepada pihak yang berwenang. 
Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait. 

I 
( 1) 

I 
! 

t 

dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan 
d1an substansi Naskah Dinas. 

i 

sebagaimana 
Pasal 57 

biasa/ terbuka. 
i 
I 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan 

rahasia; 
terbatas; dan 

b. 
cl. 

I d. 

sangat rahasia; 
atas: 

J. 

I 
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri 

I 
! 

Pasal 56 

rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis 

Jemuat fitur pengamanan Naskah Dinas. 

i 
i 

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media 
r 

Pasal 55 

l Naskah Dinas; dan 

{ perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan 
I 

klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan 

akses; dan 
2. pemberian nomor seri pengaman atau security 

Printing. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 
Pasal 54 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 
J. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses 

i 

Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke 
dalam bahasa asing. 
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I menggunakan tinta hitam. 

I Pasal 62 
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau 
Jecurity printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

I 

huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin 
! 

keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah 
I 

Dinas. 
I Pasal 63 
i 

Ketentuan mengenai .pemberian nomor seri pengaman atau 
I 
securitu printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

i 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

i undangan. 
I 

i 

I d. 
! 

Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan 
menggunakan tinta warna merah; 
Naskah Dinas penting .diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam; dan 
Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan 

c. 

dengan menggunakan tinta warna merah; 
i 

6. 

Pasal 61 

j 
I 
i 
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang 

I 
memiliki klasifikasi keamanan • sangat rahasia, rahasia, dan 

i 
terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan I . 
perkembangan teknologi. 

I 
' ! 
i 
i 
Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan 

I 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

I a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' 
I 
i 
I 

Pasal 60 

(2) 

I 
I 

Pasal 59 
Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan 
kode derajat pengamanan pada amplop ·dengan posisi 
pada sebelah kiri atas Naskah Dinas. 
Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan 
amplop rangkap dua. 

I 
: 
( 1) 
I 
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Um um 
I 

I 
i Pasal 66 
I 
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 

I :i. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan 
I 
b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

I 
I 

I 
l 

I 
i 

Bagian Kesatu 

BAB VI 
PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan bupati ini. 

Ketentuan kewenangan mengenai pelimpahan 

Pasal 65 
Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan 
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada 
pejabat di bawahnya. 

(1) 

I 
j 
I 
I 
(2) 

! 

merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang 
ada pada seorang pejabat untuk . menandatangani 
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan 
pada jabatannya. 
Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh 
Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, 
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana 
harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan 
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
bupati ini. 

I : 
i 

(3) 

I 

Naskah Din as 
Pasal 64 

penandatanganan Kewenangan 

BABV 
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 
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BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 69 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata 

I 
I 

( 1) 
I 
i 

diarsipkan pada , unit tata usaha dan unit 

pengelola. 
Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi 
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu 
melalui Sekretariat Daerah. 
Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat 
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat 
u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti 

dibawah nama jabatan yang dituju. 

I 
I 
I 
! 
i 

(2) 
I 
i 
I 
l 

(3) 
I 
I 

I 

I 
' 

i 
I 

( 1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan 
melalui tahapan sebagai berikut: 
a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, 
tanggal, dan stempel oleh · unit tata usaha pada 
rnasing-masing unit kerja; dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses 

Bagian Ketiga 
Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

· Pasal 68 

unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. c. 
I 
I 

klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan 
dengan sesuai 

sifat surat, dan mengklasifikasikan sesuai dengan 
mendistribusikan ke unit pengelola. 
unit pengelola menindaklanjuti 

diterima dengan cara mengagendakan, 
unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud 
I 
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan 
~ebagai berikut: 

i 
I a. 
I 
I 

I 
i 

J. 
I 
i 

Bagian Kedua 
Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 67 
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Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, C, Sef1"trl£t!- JJ.c2$ 

Pj. BUPATI B~~A, 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
' 
diundangkan. 
~gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
! 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

Pasal 71 

Pasal 70 
I 
i 
I 

i 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1, maka 

I 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

I 
Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah 
I 
I 

Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak 
I 
berlaku. 

I 
I 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Bombana. 

i 

('2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimaksudkan membantu Menteri dalam melakukan 
pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu 
kepada Peraturan bupati ini. 

-27- 



Nama 

Nama Tempat, Tanggal 

Bupati Bombana, 

Untuk 1 : ; 
2 ; 
3 ; 
4. dan seterusnya. 

Memberi Perintah 
1 ; 
2 ; 
3 ······ ., ; 
4. dan seterusnya. 

1 ; 
2 ; 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 

SURAT PERINTAH 
NOMOR . 

BUPATI BOMBANA 

Kepada 

i 
I 

MenimbJng: 

I 
Dasar I 

KABUPATEN BOMBANA 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 

[. 

I 

I 
SUSUNAN DANBENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, 

I 
PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN 

I I KEWENANGAN NASKAH DINAS 
I 
I 

! 
Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 
A. Naskah Oinks Penugasan 

I 
1. Surat Perintah 

! 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR :2.jlTAHUN 2023 
TENTANG TATA NASKAH DINAS 

LAMPI RAN 

-28- 



Nama 

Nama Tempat, Tanggal 

13upatfBombana, 

1 .. 
2 . 
3 . 

. .. . 

MEMERINTAHKAN: 

1. Nama 

Pangkat/gol 

NIP 

Jabatan 

2.Nama 

Pangkat/gol 

NIP 

Jabatan 

SURAT T-UGAS 
NOMOR . 

BUPATI BOMBANA 

I 
--- -------- L. 

I 
I 
I 

Untuk I 

I 

! 
i 

Dasarl 

I 
Ke pad a 

I 
I 

• 

-29- I 
! 

2. Surat 'riigas 

I 

. I 
I 
t 



NtP 
{ '""'''"'" ,,. 111• : ••• ) 

Dikclunrkan di . 
Tanggat •••••••• 
PA/KPA/PPK 

•corct yang tidnr pcrlu 

I 
I 
I 

I 

a. 
Pembcbanhn AnrJ;nrnn 
a. Instnnsi 
b. Akun I 

3. 
2 .. 
i. I 

I 
! 

4. l 
5. I 

I 
! 
l 

b. 
10 Kc:tcrnngab lain ~- loin 

I 

Keterangun I Tan55al Lahir I f 8 I Pcngikut : I Namn 

In· I~: 
f i a. Lnman!fU Pcrjnlanan Dinas 
i. b, TnnrJ"~l bc:mnnkat 
t c, Tnnggo.1 harus kcmbali/tibtidi 
I tcmpat ~an1 • 1 

t 5 I Atnt nngktit ynng dipcrgunakan I 
I 4 t Mnksud Perinlunan Dinas J 

b. 
n. 

•.·.1· .•. 3 n. Pangka] dan Go!ongnn 
•• b. Jnbahu~/lnstnnsi 
1 c, Tingkatj Biayn ?crjnlannn Dlnas c, 

12 I Nnmn/NU1Pcgawaiyang 
i mclakannnkcn perjnl::mnn dinaa 

I 1 I PA/KPA/PPK 

SURAT PERJAl.ANAN DINAS (SPD) 

. 
...... Ncnrfol" 

. . .. , .... ·.- . 

* ·······-····~~~--~·····~···~ 

.... 
~· -·····~···~~~~--~··~···~· · Lcn1barke 

kodc No.> 

. LOG()< 
DAE RAH KOP NASKAH DIN AS 

PERANCiKl\'t D:\ERt\H 

-30- 
I 
I 

! 
3. Surat Perjalanan Dinas 



NIP 

PA/KPA/PPK, 

! VII. t Cntnttm' Lain-Lun 
vm, PERHATIAN: 

PA/KP.N/PPK y.1ng menerbitkan SP.P, pegawal yang melnkukan perjalnnan 
dlnas, pnro pcjabat yang mcngesahkan tanggal ber.nngknt/tibn, serta 
bcndnhara peageluarnn bertanggung jawab berdasarkan peraturan 
peraturan Keuungan Ner,nrn apabila ncgara mendcrita rugi akibat 
kesnlahnrt, 
kelnlalnh. rlrm kenlnaannvn. 

Tibndi I 
Pnda Tnnggal 
Kepaln I 

I 
I ( , ) 

NIP I 

p'l. 

l 
I r 

( J ) 
NIP I 

Tiba di I 
Pndn Tnngr,nl 
Kepala I 

l v. 

I 
l 

l Telah diperiksa, dengan kcterangan 
i bahwa pcrjalanan tersebut dlatns f benar dilakukan atas perintahnya 
11.1• dan semata-mata untuk 

• kepentingnn jabatan dalam waktu 
ynns aeslngkat-aingkatnyrr. 

Tibndl I 
Padn Tnnr.g.:il 
Kcptit.'l I 

! 
! 

( J ~_ _..~ ) 
NIP ' 

11v. 
l 
I 

(•:'• ••*••;,,•• , •·•" ,It J 
NIP 

Berangkat dnri 
Kc 
Padn Tanggal 
Kepala 

I ~;runbkut dari 

I Padn Tan~;nl 

1 ;;.:: ] 

Tibndi I 
Padn Tnnggnl 
Kepala ! 

' ! 
! ( }......... ...) 

NIP I 

j 111. 

I NIP 
(.~ _, 

Bcrangka; duri 
Kc 
Pada Tanggal 
Kcpa!:t 

I Bernngkntdnri 

,:. :::.~~-=: ] I NIP 

........ " ltl< Tiba di I 
PndnTnnt~l 
Kepala I 

I ( - ) 
NIP I 

pl. 
I r 
I 

I, Bernngknt dnri 
I 

.
i rr ernpnt Kedudukan] 
l Kc 

.I. 
Pi1dnTanggnl 
Kepala 

l ( ) 
! NIP 

l 

I 
I 

I 
I 
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Ntttna 
Pnngkat/Oolongan 
NIP 

Nama Jabatan, 

'o,~-- ,. ,.. •<I ,,.. ,.., _ , ,. '"'"''*· .o!_.- ,.c • .,, ---~ - ~ " ... 

! • ·.-.+/j,.c)',,v-·>j -_,. ... 

... .. ., '"', t'" .. ·""' .. 

.. ., ,1- ,. . 

I 

NOTA D1N:\S 

I 1-.,.,. ~:·r,;'. "' "''" . 
t .• '!,' ~ .f~ .. ;., "''t·-~..; 1"+!•:ff"':·:0,-:- -~ "':' ;.>,~~ ~..: "'ll' 

I 
Yth. i 
Oarl I 
Tembusan 
Tm1p.gal I 
Nomor I 
Slfat I 
Lnmp!r.nn 
Hal i 

l.000 I I\OP NASK.AH OINAS 
DAERAl~ PERANOK:\T OAERAH 

I 
B. Naskah Dirni.s Korespondensi Internal 

I 

1. Nota Dinks 
I 
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Nama 

Tempat, Tanggal, Bulan 
dan Tahun 

Bupati Bombana, 

..................................................................................................... 
I .............. !° . 

··············1 ······ 
! 

..................... 
. ! . 

I .............. i . 
····················· i 'i················································································· .. ················ .............. 1 . 

i • 
' . 

. ! . 
.............. 1 . 

. . ··························································································· Yth. 
Hal 

MEMO 

BUPATI BOMBANA 

-33- 

2. Memo 



Nam a 

.Nllma J nbatnn, 

Chtatan:· 

I 
'.·. ·•-- i __ ._ . :· . .·-,. 

Bfontskh~ kepada. Sdr.: . .·D£Il~nn hormatl1ar4'g: 
...... ···········~1 ~ .•..• ; ~ [tl.Ilggapan dtlllSriran 
0 ~ ., .. j.......... ProscsJcbih ltirijut 
O M, ~ ; • ._~. . . ••• • •• Kqordimisi /konfirrnnsiknn 
Dan- :.sCteri1.Sn\ran \rn·--~---~i~.:-it:.·:~ ~ . '.:~:~:.<~:~·-·~ .:-.J •.• :·~;~:i·~-~--.\ •• :~-:.-~-~·.,.·.·.~:~ .. ;,.:.-~-~ . I • . 

I 

i 

·. ! !'lp. :Surnt..i•1 
·[gl. St1rnt ;I 

' 

Hal 

;. . . - . . . 

L EJ\tB A.R]J.J S· PO S rs I 

. KOPNXskA1-rb1NXs 
PElv\NGKt\T DAERJ\H 

. t.O(iO .· .I .. 
O.\ERAUI 

· I r 

Dltertrrra' Tgl : 
No •. Agcndn <: 
slfai 
Osri11g~t~cgcrn 

Surat darf J 
! 

-34- 

'" I 
' i I 

I 
I 
I 

3. Disposisi 

I 



Nama I 
Jalal. Nomor ,Provinsi. , Kode Pos . 

Telepon (0 ) , Faksimile ,Laman .. 

I 

····································································································· I ....................... 1 . 

...................... i . ...................... r . 
......... y . 

...................... i . 
• • • • • • • .•••••••••••••• • 1 • •••••••• ~ .••••••••••••••••• •.• •••••••••••••••• • .•••••• •, •. • •••••••••••••••••••. • . 

I 
...................... i"'"'''''''"'.'''""'··· .. ····"'"'···········"'''''"'"''''"'"''''"'""''"'"'' 

·········r·········· . 
...................... 1··············· . 

Bupati Bombana, 

Sifat 
Lampiran 
Hal 

Nomor 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun I 
.I ·1 
=1 
:1 

=1 

I Yth ; . 
I 
I di 1 . 

...................... r .. 
. I 

1 

BUPATI BOMBANA 
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I 

I 
I 

C. Naskah Din~s Korespondensi Ekstemal 
Surat Dinasl 

I 
Contoh Forrhat Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

I 



Nnnta .... ·· .. · 
Pangkat/ Oolongan 
NIP. 

Nnma Jnbntan ,,. ... 

. K()flU".~l{AH [){~,\§ 
PI::Tv\.~GKATOA£Ri\H · 

.Lampiran 
linl·•·. 

.. • 

I 
• I 

I 
. . I 

.. Ytl1 --·H··.~····:··f . 
. I _:·;1i·······"••H••«• .. T······· .. 

·············~·····;;, j····~ . 
............... ~J . ~ :_·_.- :::· .. _· :'.- : : . ,· ·. '. .. ' . -_ :· 

......... , •.•.•• ~-~..:.~~"' .. :~··~ --~· : .. i. l ..-i\ .... ;,;::.~ .. ·~..- ' . . I ...................... ~.''.'f . 
....... L::::~::: ~?::1:: ::::~~:• 

. . I '. -- .: ': _ _.-·- .. __ ·:·::; 
•:..····· ,. _ .. , .•. .,, _,... _ _11,.- .. -"'"*" ""*·•,. ,..._., , 

'< .: - .. -. :·- -.-_- ._· .. _- l · .. :.; ..... :~:::::::::~::~:t:::~~::::. . . . .·. . . I 
.. ,o\> , Jt: ,.. , .•. ,i; .. _ ,.f .. ,.,:"'_.;.,.,_ .. _ '. 

I 
! 
! 

. .... Norn or 
sifot 

·,.,.- ..... ·,.: ... ·. 

LOGO 
DAER.AH. 

i 
· .... · . I. < < , . . . \. < ContohFon1Jmt Sumt.DinasPcrnnglmtDacrah 

I . 
I 

-36- 

. i 
I 



Nama 

Bupati Bombana, 

Dikeluarkan di . 
pada tanggal . 

KESATU 
KEDUA 
KETIGA 

Untuk 

Kepada 

I . 
• I ". • ' • • • • • .. • • • . • • • ' • • • • ... • . • • • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • ~ • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • ' . • • • • • • • . • ! dan seterusnya; 
I 

Instruksi ini mulai' berlaku pada tanggal ditetapkan. 

I 
I 
I 
I 
[ 

I 

i l .. 
1 1. . 
i 2 . 
i 3 ', · · ~ . 
I ! 4 ". " " " .. "." ". " .. 

........................................................................................................... 
dengan ini menginstruksikan : 

I 
I 

' i 
Dalam rangka , . 

! 

BUP ATI BOMBANA 

TENT ANG 

INSTRUKSI BUP ATI BOMBANA 
NOMOR . 

BUPATI BOMBANA 

. I 

I -37- 

D. Naskah Dinas Khusus 
1. Instruksil 

I 



Nama 

Bupati Bombana, 

· Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

...................................................................................................... 
I ·············r···················· . 

.............. 1·················· .. ·······························"'"'"''"'"'"'"""'''''''"''''"''''''''"' 
I 

............. 1 . 
' i ................................................................................................................. 

........................................................................................................... 
t ................................................................................................................. 

TENT ANG 

SURAT EDARAN 
NOMOR TAHUN . 

Yth. 1 . 
2 ! . 
3. dari seterusnya 

I 
I 
I 

BUPATI BOMBANA 

-38- 
I 
I 2. Surat Edaran 
I 
i 
I 

~ i 



I materai 

Nama 

Bupati Bombana, 

Penerima Kuasa, 
I Nama Jabatan 

I Nama 
I Pangkat 

NIP I 
i 
I 

Pemberi Kuasa, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

! 
memberiikuasa kepada 

I 

! nama 
jabatan 

I alamat 
! 
I 
I untuk l .- . 

............. l . 
Surat KJasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. . . 

! 
! 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
I nama 
I 

jabatan 
I alamat 

SURATKUASA 
NOMOR .. 

BUPATI BOMBANA 

-39- I 
I 3. Surat Kuasa 

I 
! 



Na.ma 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Mengetahui/Mengesahkan 
Na.ma Jabatan, 

Na.ma 

I 
Pihak Kedua 

I Na.ma Jabatan 
I 

I 
I Na.ma 
I Pangkat/Golongan 

NIP I 
I 

Dibuat di . 
Pihak Pertama 
Bupati Bombana, 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap . 
untJk digunakan sebagaimana mestinya. 

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun , kami 
masing-masing: 

I 
I 

1. .. ] yang selanjutnya disebut Pihak 
Pertama {memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan 
alamat] 

I 

2 ) , selanjutnya disebut Pihak 
Kedua, telah melaksanakan 

3 i ... ; . 
I 4. dan seterusnya. 
i 

BERITA ACARA 
NOMOR . 

BUPATI BOMBANA 
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.. ,! 
I 
I 

I 
I 
I 
i 

4. Berita Acara 
I 
I 

I 



Nama 

Bupati Bombana, 

Tempat, Tanggal, Bulan 
dan Tahun 

.............................................................................. 
! 

. . . 

nama 
NIP i 

I 
pangkat /, golongan 
lab I ja atan : 

I dan seterusnya 

.J .. 
I 

.............. ! .....•.....•....•........................•.••..................•........................ 
I 
I 

dcngan ini mcncrangkan bahwa : 
i 

SURAT KETERANGAN 

i NOMOR . 

I 
Yang berthnda tangan dibawah ini: 

- nama I : . 
jabatan I : Bupati Bombana 

BUPATI BOMBANA 

5. Surat Keierangan 

I 
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Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Pengirim 
Nama Jabatan, 

Banyaknya 

Diterlma L .. 
Penerimal 
Nama Jabatan, 

I
I 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP I 

I 
I 
I 
l 
t 

Naskah Dinas /Barang 
[vana Dikirimkan Keterangan No. 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR: . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

i 
. t 

' ! 
! 
I 
! 

I Yth . 
I di················r··················· 

···················y··················· 

KOP NASKAH DINAS DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 

I 
LOGO 

I 
DAE RAH 

I 

-42- 
I 

I : 
! 
I 6. Surat Pengantar 



Nama 

Bupati Bombana, 

Dikeluarkan di . 
pada tanggal . 

TENTANG. 
I 
I 

! 
' I 
I 
I 

............. I ····································· ··················· ) 

I ·············i····································;······················································ 

............. !. . 
I ·············r .. ······················································································· 

::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ·············i·························································································· 

............. ! . 

NOMOR: . 

PENGUMUMAN 

BUPATIBOMBANA 

! 
j 

7. Pengumuman 
I 

I 
! 
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Nama 
. Jl.angkat/GC>fongan 
NIP .. 

:01b1.1nt. dt . 
t~anfonrrriat • i.; •. :.~ .; .. 

I 

· Ar-<Pendahu unn· 
.. ·.·· ... · .. I . ..·.···. · .. ''.P µriiiiri#lafar bcfalfrmg . I . . 

· 2.lt£1np§~nn.Hukt1m 
I 

.a{ttaksu~ dan.Tujuon I . . . 
. .. . ··. ·. I . · .: · . 

ll.: J(egtatnn irnng dilaksanaknn 
. . . . . . . . I 

· c.,ftastlyangdtcapal . . . :1 
..... I -.' . ···.· . 

n., Kcslmp~w:m dati Saran 

E. peii~ttjp I . . . . . . I 

i 

rl-\Po1i&~ 
:n:N'fA.1'{9 

k6t><NXskXH61r-:As. 
PEi.\NGJ0\T_t)AER:'Ui···· 1.990. 

Q;\I-:R .. \H 
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8. Laporan 



Nnmrt 
Pangkat/<Jolongan 
NIP 

I 
. Pcrsonlan j 

I .· n .. Ptaru1r._znrian 
. . . . . . .· I . . . . . . ... 
lll. Fakta-Fnktnym1g mcmpcngaruhL 

. iv. Armllsls · 1 . . . 

. I :v~. Kesimpulnn 
. I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

Yth. : 11 
•••0••• 

\"·l)'ntli Jlc/f~-~--~·*•i•-·~.:.,~. 
1 Tanggnl : .•.. ]1 .•.••. b ... 

Nomor. . . . . . 
. Lnmpirnn . : .~.r:: .. ~~·. 
iHaf·. : .•... j ~ •• ; ~~ •• .-.:,•.•h ~·.·-~~o·~· ~ · -. .. u ~. 

TELAAHAN STAF 

KO? N;\SKAH OINAS 
PERANOKAT DAERAH 
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. t..000 
DAE RAU 

9. Telaahan Staf 

I 
I 
I 



------------·-----·--- ' ·------r--- 
1 
I 

I 
I 
i 

Nnm:1 
Pangknt/Golongnn 
NIP·. 

Pimpinan Sidnng/Rnpat. 
. Nnrria Jnbntnn. 

Pcserfojstd~ng/fopntrl.t·•···t"'~ , .. ;. .. _, .• ,.+•·+•:•· .. ····"; ;.;;.,, . 
I 2. dnn ~eterusn)•#, 

~~giqtttp•· .. ·•·.·~.t<i.1.ng/Rtip3.tr•.••Jt?I~e~d~1~ntt .. _.i<Ie111~-······kqn1i_~1 •.... ker;fatt•fl 
~lduui;/ r•pnl).' a ., •• ; , ••••• r···~·······; ~ .. 

i 
I 
i 

2 .. don r.ctcrosnyn. 

.· NOTUL-\ I 
Sldung/. Rap at 

I . •.• ·.· .. ,·.·,.1·· •• 
Hrui/Tt!nggal 
S11rhttindang.,n ... ···. I ·.· ." .' ·· .. , . 
Waktu f l<fang I Rnpn t •: ~ ~.~.:LJ ; ~ .. {~ •. ~;;.} .. ;;.~ ;,_,, .'. ....•... · 

J\cam•.· 1 

I 
·• . ····.·.·•.·· . I ·.· c: · . .. .. .· : • Pim,pin:1n··. Sldn ng/ Rap at t:~~· I . .. . . .. ·.·· , ., ,.,.., ,,c ,, •••• ~ .. 

Sekretn:riu . 

;encitJ . I 

"'. 

· r::oPNASKAli DINAS 
SEKRE'T'J\Rl:\'r·DAF;RAH 

I 

LOGO I 
OAEMl~ -•·· 
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10. Notula 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nama Jabatan, 

acara 1 · . 

........... :: : : : :: L:::: ::: : ·.:: :: : : : ::: : : : ::: .: :: :::: :: : :: :: : :: : :: : :: : ::: ::: : :: : : : .: :: : :: : ::: : : : .: :: :: : :: : : 

! ................... 1 . 
hari/tanggali . 
waktu 1 . 

tempat I . 

I ................... , .. 
di 
........................................ 

I 

Yth t .. 
! 

: Undangan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NASKAH DINAS DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
LOGO 

I 

DAE RAH 
I 

11. Surat .Undangan 
I 
! 
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. I 
I 

I 
I 
f 



Nnrnn 
. Pnn~knt/Oolongan 
'NIP .. 

I 
·· SURAT PERNYATAAN MEt..AKSANAKAN TU GAS I NO~tOR ¥L •.. , .............•.•. · · .. 

'. · .. · I . < . •·· ...•.•. ·• . ,. Jttpg bertap<lrr tn nga11 dlbawah Int; 
Noma · · • · ... · · · · .. ..".' .. < ··· · ··. : '. '... .. . . I .. ·:.o•."":·-···~-~i,;-.:._, \<··~··-.:'*•"'"'.' ..;.~-~?·~·-·_.. ·.:··•··;.··••··:··J··•:····•·~~- ._:~.~·- .. ··"· 
NlP . ·. ·.. i . •. ! ,~ . 
P~11gkatf Oblon1!a n: ., _. t~•··y··············· .. 0···••••0······>..·· ··>-········ Jabntan - I : __ ,., i~ •••••• ,.~~~,;:.~~--:·-~- o:~~;;~ ~.~~;· .• ~, ._., _ .• ~ lo .~. tc ., •• ~.,. ~ 

! 
pcngnnlnf mcny., takan det1gn11ise~t1!1ggt1hn:·t(bnhwm•. 
Noma I .. ! ············.-·····i··r············n••: , . 
!';IJ> · ..•. <· .. I . = ~··•••mo,,~ ; .. 
f)~fl&~1t/Or!onga n ; ; ~.; ••• ~ ; ; •. , . 
Jnbat'nff, l -. !:_ ···~·· .. H·-·· •···~--·~:r•l-"~-• ,,._•·•:.: ·~:~··:·:- ~'."_~.,; .::._._ •·~-~·-· .- "' •• ,.. .• ~~-.•:. _ ... -.-~·· .• ,.. 

: I . .. • .. r::t .~-~/1}AA~~:d~:::.:-::~;;'~1;i-;··;;;:::;:::::;;::::;···};,~~;:; ;;::::::;;;:f '.'.'.) t ..... , .,.... ~§h rYA~ :cajillon~n tttgns ~•bagal 

Demlkinn su:-atpemyn,ta~n. rn~Inksnnn~an tuga5>lrtl snyabunt 
deng~n ., se~tmggt1ht1ya .·.deng~fl ~CJ1&ingatisumpahj,1bntan/p<.>g.l\val 
negcrl slpil dun a.pabila. dikemudfnn hart. Isl surat • pcrnyataan ·. ii1i 
Je1115'3tn tl{tnk.bc nar}nng bcrWti~afkc#1gfan bnzi• ncgarn, ·mak~ sayn 
bcrs(:dta.n,enang;:unr. kef11gft1n t~r~eb11t. 

j'CrnfKff.T~nggal, Bulan.dnnTal1un 
NunfaJnbatnnt 

I 
. L¢GO 
DA~:RAli 

I 
K()P~AS!v~{ L)J~.AS 

PERlu'.iOKATiD1\ERAH 

I 12. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas 
I 
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kantor 

Nama 

DemikiJu untuk dilaksanakan dan menjadi bahan seperlunya. 
I 
I 
I 

I Bupati Bombana, 

untuk 

Saudara di 

.................. 1 .. 

Dengan I ini meminta kedatangan 
............................................... , pada: 
hari I .. 
tangga1 1 . 

pukul I . 
tempat I . 
menghadap I 
kepada , .. 
alamat i .. 

di 

i 
Yth L . 

i 

: Panggilan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

! . i 
i 
I 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BOMBANA 

-49- 

. I 
i 
i 
! 
l 
I 

i 
! 
I 

13. Surat Panggilan 



Nama 

Bupati Bombana 

Ditetapkan di ....•....•....•... 
pada tanggal . 

MEMBER! IZIN : 

b . 

: a . 

TENTANG 

NOMOR .............•....... · . 

SURAT IZIN 

BUPATI BOMBANA 

Untuk 

Kepada I 
Nama I 
Jabatanj 

Alamat I 

Dasar 

14. 
I 

Surat Iiin 
i 

Format 
1surat 

izin yang ditandatangani oleh Bupati 
! 
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Noma 
·pnng1mt/Oolongan, 
NIP 

Nnn1n Jabatan . 

MEMBERtlZlN 

l'. dru1·setcrusnyu 

.. SURAT lZtN •. 

NOMOR:·· 

TE~7:\NO 

i 
. 1 

' 

I 
I 

I 
I 

I Omtar 
I 

I 
~j1t1dri 
N,unn 

·•·••····· .. ·! JnJ:intan 
>I .Alomo.t 

I Untuk 
I 

I 
i 

I<O}>NA§Ki\HiJ:)Jfllt\~ 
PER.ANO Kt\T.D:\ERAH 

I tOGO 
1DAERt\H 

-51- 

I 

I 
! 

Format lsurat izin yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerahl . 

I 



I 
I .. 

Sckrc.tarfs Daerali' .... 

r- ... ; .. * 
i 

01u111 angkr. n dalarrilcrnt,afun .cirt eri)!i 
~t.":':~r:~_~ ,- - -~·:·:~r:~_~* 
Nomor ~ 'I'nhun . 

! . · .. · I · Sert . 
< > I Tnngf:aL., ... 

·.-. -, 

. _ .................. __ ,,_.. .. _...,.. ... -..._ ...... __ ..,__._-.....,."*'-..,.._.._"'~-,.....,.;;.;;.._,. __ -..,.""l"..-.-. ............ .._._._...~ •• -- .. -'"',o; 

I 

.......... .;.!,,.., ,. 
[ 

. :··. :.·_: - ,,.- ·.- ·. _', ::_,.: - __ ·--·'.-··-·'.:-_.:·.: ·.:_:._ :":··_:_:·.i.:c: <'.::-' .. 
, .. '~"" . .,, . .,.~_,,,:c..··1.,.;~c,,i<.·,;,.. ..... ,;,_,.~.·:-- .... ,....,:_,;,.~'iiS.·--t'_~-1'-*';; .. ,.,..,._,.,_.._~ ... - __ ~....,,..~1';i,j.,....,,.,...,.~ 

TENTANG 

PER.t\TUR:\N])AER.:\tf 

Scrl. .... •Non1or •••.•• ,,.;, Tahun ,;,., .... 
i 
I Nomor ... ··. I 
! 

LEMBAR:\Nil:\ERAfi• 

. I 

KOP N;\sKMrb1NAS 
PERA:,ClKJ\T O,'\.ERAH 

' . . . . · 1 
•· .. t. o a .. o .. . . I 

DAE RAH . . . I 

-52- i 
I 

I Lembaran Daerah 
I 
I 

15. 



__ ..... . ·. 

Nama 

SckrctndsDacrah ••..••..• ~;, 

i 
I 

I . I 

! 
i . I 

I 
I 

, ... ,_ .. _,. ..... ~ .. · · ~ · ·.. ·.·1~_~:.~~ •· · ... · ·· .. ··~-···---·-_,•.u-~-., .. ~-···.~,~ ~-~-~ .. \\*f_•:"_-•_·-· ~···· • • ~ ··.-:·.· ~"' ..... o1- .,_.;~" • .\ 

i 

i 
I .... ·.. t • .r. : •.:· .. 

Dtundannka» dnlam: lcmb.u-arf'dncrahL,L .•.. ~ •.•. i.~.,.,.~ .. ~ .• ~.~;~, .. ; .. . I b . ·... . .. . 

l 

I 

I 
I 
;· ,II' • •.•·-:.•.•:•.•· •• ····~.·-·.··_4'.·•:·.~·-•:#•_••/.iii:"'':"".": ·/~ ~. ·/·-~"'.•-•..:_ •.• ~:· ~· 

! 
! 

• ::::::.::(::::::::: . ::::.::::.,:::::: ::::.:::::::::.:.:::::: :::::~~::::::: .: :::: ::: .; 

.. . . I ·T· L.: .• Nornur' '!""' ar.un ... ; .... 

I 
....... ! . •' .•... · .. ' ..... : ......... ···: . . . ·· .. ,. ··. . .. · . 

PERA'rURt\N KEPI\LA DAERAH •• i/KEPU11JSANKEPAL..\ DAERAH . 
· .. ·· .. ,··., .. ·····.· , . . · ·•. · , , ...•... ·.,.,·,.: .. ········ ··:' .. ·. 

KOP t-JASKAJtnn;,,s .• 
·PriR,\.'iGKi\TPXERAui . . . . . 

.. i: -: I .LpyO·. 
··•OAERi\H . . . . I 
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16. Berita Daerah 

I 
; .. --..,;.-,.:., . ..._; ... ~.~.""--"~' 



Nama 

Bupati.Bombana, 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

............ l"'"'"''"''''''"'"'"'"'''"""'''''"""''""''"''''""''""''""""'"'"'" 

............ T . 
I 

Demikian rekomendasi ini dibuatuntuk dipergunakan seperlunya. 
! 
I 

. . . 

. . . 
I 

a. Dasari 
I 

b. Menimbang 
I 

Bupati Blmbana, memberikan rekomendasi kepada : 
! 

a. Nama/Objek 
I 

b. -Jabatan/Tempat/Identitas : ; . . I . 

I 
Untuk: ! 

NOMOR .. 

REKOMENDASI ; .. 

BUPATI BOMBANA 

Rekomlndasi 

I 

17. 
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I 
I 

Tandrt tatignn 
' . ·• ... · 1 

' .. · 

Nnmn 

Pnrnf 
Operator 

__ .·.·._w_u .... k_·t_u_·• --1. Lalu 
No.Rode Tcrima Kirim Llntas 

,. ,- ,: •,.·' - .· .. ·::-· . . ·-·-:··._·: .. _· __ .:·:.::·. 

;i~ ~~-. ll•i> ~ .-.:~-. ~ .. ~- •• •:.:~ :~, ;;. ~.-~:~ .-.i.;•-~-~-~ ~ "'' ~~:••'--~:~:~~•:;.; :_ :TIK': K?.t1\ 
Dtl?.1 TrKHBS 

. . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 

J-H,,.; •• :.. Ii,~•*-•~-. •.•.ti •• fl-:~·~-~~:~.:--.~••~ ·'*~4· ~ •:~· ~,jo···· -~ '-~- ...... *::,TIK'· K.,f/\. 

: SEOER.t\ 

Pengtrim 

.. l •ll'Jliiii.:•••• . 
···•• I 

·AAATIK 

I 
BBBTIK 

I 
' -: I 

CCCTTK 
I 

I 

i .• • ••••><r •• • > •• ••• •• • • ···~•••••••••,-..•••••.•OH''''.'.'••• •• ··• ••• ''i'''''i• ••••••• •••• ,,_.,, ...... ••• ··••• •• • • ,-., 
: ... _ ••,·~ ... ~ t,. ... • • • ..,. • - .... ,_, ... _..,.,. .•• .,. ........ ·~ •· ... _.•ii•-"~·.,__ .... _ • ._ 4i_«' ,_. •,•.' -:• •• ·~ ...,._._•·ut ........ ·~Jo .. ~·-:-- ...... ""'"'""·-· .. "'••_•·••" •• -·~"""'•".., 

' 

. . .. _._ .. , ~ _ . 

JENIS 

I 
KL,\SIF!lt.~SI 

' Nomor 

DARI 

UNTUK i 
I 

TEMBUSAN 
' 

NO MOR PANOCHJ..AN 

Register No : .. 

DER.t\JAT 

FORMULIR BERITA 

BUPATI BOMBANA 

-55- 
I 

18. Radiog~am 
! 



Nama 
Pringknt/Oolongan NIP. . . . 

Tempat>Tnngga], Bt~an,i dan Tahun 
Ke·pruri ...... ~ ... _ .... ~-·~···· ........ ~11.::.'." .... ,~ ... , .. 

: 
! 
I ·.· . •• . . . .. . . .·· ... ·•·• (dllentukan oleh pcnydcnggara dengan mengacu-pada terna umum dun tsu-aktua! setcmpat) 

............... ; . J ...•.. i.... . .........•.... ~ ·•·"· .~; ., . ,. ; .. ''. .; ..•. ' i ,; ,.',; ;. ' . 
i 

·""·,.; _ 1 ••.. ..- .. .. • . . .- ·!"~·· ,_ t: •-:•11 .. _ •••• ti"~·~- ~· 1. •• _ ••• _._ _ ~ ·~·" _ ~ , .. ,,, . 

' 

,.husus· 

-' t 
(ditentuknn Badan Olklat) ...••. ;.o •• , •• ;:.:,;,,;; ";; ;;,,;,, ; .• « •..•...•...• ;~ .• ;;., •.........•.•.•• ; •..•...... 

I· . . . . .· .. · · .. ·.. .·.· ···.·· ·.· .· . ·. ·.· . 
....... • .• ~-· •. i, ._ _r,. ;.:,;. t ;o.• , •• ,. fl._ t 4 :t "• • • ,.. • •+-• i •••• ,. J, • , •••• , (II~• • II' i, ·~ .,_,.. • t- _~ ~-·~·-·'"'·:··· ;i.~ '"4 .-~ :. .. ~. ;. .. :-:•· ••• • • • • • • 1 · . . . . . . . • . .· ...•.... · . . .. 

············.···+···· .. ·.··· ·:········ , - 

mum 
.EMA 

AOENOAPEMBELAJARA~ 

:gfnn B~lnkang SITPP 

\ 

I - ! 
! 

Nama 

Tanggal, Tempat, Bulan, dan Tahun 
Bupati Bombana 

... _·_ ...... - ... _- .. --.-.:-:· _.-_.-.- ... _.'·. _·_:·_-_·-.· .. ·: ··- .. --.·_-. ·_-.- -_. _-._ ·.· ... ·-_.· -_--·-: 
,j,_ · .,o • • 6.-• +•-••• 4.,._.i,. .. ;t,-,; ,o.jo •"•,:. .. ._, ••. _.llfll_.,._._ fl.._ •.·~•·••••·-·· 11",t .- •• •• •I> Of_;,;.·~ <t j,. ••'I~<, •• •••• .•. oc··,t f!".• ,t• t: • • •• 

foto4x 6 

: BUPATI BOMBANA 

StRATTANDA.TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
I i Nomor . 

rpati Berctksarkan , dan Ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa: 
N~m._~ <:- • I·:.--_ .- : .. :-· . -_. :: .~.~ .• ~~~\.-.~:~,~~ •. ~- ~---.~ .. ~.:-~~.;.•"•::~~~-~~-~~:~ ··~· .. ·;~~·:··:~- .-~ -: ,~ :~.<·.:-~~-~ : ••• .: , ~-~:.u,n . 

:-!~:-~ p:n._t (Tan gg;1 l- .tahtr : ·: (f --~-~-:~~- ~:~ ~w,::•.~_::~-~~-_i/~--~ .. ~--~--~--~·~;:_~:~~;.~.-~:~ ~-~:,\~•-· s, ~~ ~--~ ~~/:~~~-- ~ ~-~- ., --~.- : •• ~- •. .. ~_ •• ~---~. -~ ~, •• ~ • .r.i.;./~· ••• ~:~ ••• 
NIP/NRP . ! 000000000/0000 ··.· .. · ... ··· I 
Panglmt'/Ool. Ruang : .•.•. ;,, .,;;.:, .•..• ;.;;;.~.; ; /.u,,, ......••... .: ;. , <. •••• 
Jah:11a~ 

! 
Instansl 

··Kunllflkhst 
I 
I 
I 
! 
I 

mdidikan dan PelJtihan Kabupaten Bombana yang diselenggarakan 
............. di dari tanggal sampai dengan yang meliputi . 

! 
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I 
19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) 

I 



Nama 

Bupati Bombana, 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Instansi 
NIP 

Sebagai/ Atas partisipasinya dalam . . . . . . . . . . . . . . . . . yang 
I 

diselenggarakan . . . . . . . . . oleh dari . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . s.d 
bertempat di.I . 

I 

I 
I 
! 

Diberikan Kepada 

SERTIFIKAT 

BUPATI BOMBANA 

Nama 

NOMOR . 

-57- 

i 
20. Sertifik!at 

I 



Nama 

Bupati Bombana, 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

. . . 

. . ························································ 

. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BUPATI jBOMBANA dengan ini memberikan penghargaan kepada : 
I 

Nama I 
Tempat/Tanggal Lahir 

I 
NIP/NRP 

I Jabatan 
I 
I 

Instansi 
' i 

........... .I. . 

........... .1. . 
I ············1·································· 
I 
i 
1 
i 
i 

Nomor . 

PIAGAM PENGHARGAAN 

BUPATI BOMBANA 

21. Piagaml 
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Jalan Urip Sumoharjo Nomor 45 Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara 
Telepon , Laman www.bombanakab,go.id 

WAKIL BUPATI BOMBANA 

Contoh ~op Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati 
I 

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 45 Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara 
Telepon , Laman www.bombanakab.go.id 

BUPATI BOMBANA 

l 
II Kop I 

I 
A. Kop Naskah Dinas jabatan 

I 

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan: 
a. lambimg negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris 

di bkwahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf 12, dan 
dittn:ip.atk.an di bagian tengah .aw.§ untuk Naskah Dinas 

i Pengaturan dan Penetapan. 
b. lambang negara berwama kuning emas ukuran 2,5 cm simetris 

di bJwahnya bertuliskan Bupati atau Wakil Bupati, dengan 
I 

huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat 
yang j dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama 
provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan 

I 

kode I pos dengan menggunakan huruf arial . berukuran 10 
ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain 
.Nasld:th Dinas Pengaturan .dan Penetapan. 

c. dalarii hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Daer~ atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas 
yangj memuat Lambang. Negara berwarna kuning emas dan 
tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian 
tengcih atas secara simetris. 

I 
Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati 

I 
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PEMERINTAH KASUPATEN SOMSANA 
DINAS KESEHATAN 

PUSKESMAS RUMBIA TENGAH i 
Jalan·Pdros Tapuahi Nomor 3, RurnbiaTenqah, Bombana, Sulawesi Tenggara 93771, 

I Telepon , Faksimile , 
Laman , Pos-el puskesmasrumbiatengah@gmail.com 

I 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I KECAMATAN RUMBIA 
I KELURAHANLAMERORO 

Jalan Nemer , Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara 93771 . ! ' 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
KECAMATAN RUMBIA 

Jalan Adhyaksa Nomor3, Rumbia, Bombana, SulawesiTenggara 93771 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SEKRETARIAT DAERAH I 

Jalan\Urip Sumoharjo Nemer 45 Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara 93771, 
I Telepon ·:· , Faksimile , 

L.'aman www.bombanakab.go.id, Pas-el humasbombana@yahoo.com 
I 

. ! 

. I . 
B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

a. Perban~ingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama 
Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 
3:4 menggunakan huruf Arial. 

b. PenuliJan nama PerangkatDaerah ditebalkan (bold). I . 
Conteh kqp Naskah Dinas Perangkat Daerah 

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 45 Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara 
I Telepon , Lamanwww.bombanakab.go.id 

I 

KABUPATEN BOMBANA 

I 

I -60- 

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Bupati I . 



: :.!...-----------' 
• 1 • - - - -- -- - ---)lo l.ambang 1'egaro. 

I ~------------ ... NomaPemenntnhDaernh 

Conteh stempel jabatan Bupati 

2.7cm J.Scm 4cm 

- - --- --- .... Nama.JAbatan :...----------, 

I 
I 

Stempel Naskah Dinas 
I A. Bentuk/ukuran stempel. 

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama 
! 

jabatan, narna Pemerintah Daerah, -dan menggunakan 
lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan 

I ukuran: 
! 

a. lukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 
14cm; 
I 

b. [ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan 
ladalah 3,8 cm; dan 

c. [ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan 
[adalah 2, 7 cm. 
l 

III. 

/ 
! 
l 

Jalan Yes Sudarso·.Nomor ... , .Rumbia:f.engah; -Bombana; Sulav.resi:f.enggara.9377:t, 
I Telepon .......•......... , Faksimile , 
, .taman , .Pos.el . 
I 

LOGO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
SD NEGERI 12 KAMPUNG BARU 

.P£MER1Nl'AH-KABUPAl'£N-BOMBANA 

SEKOLAH 
Jalan.Mokole Ban du .Nomor :1.4:t, .P.aleang .Barat, .Bombana, .Sulawesi :r.enggara 83712, • · I Telepon , Faksimile , --- 

i Lamarr , Pos-el . 

LOGO 
.P£MERINl'AH-KABUPAl'£N-BOMBANA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
SMP NEGERI 12 POLEANG BARAT 

-61- .. .... 
... _ ....... · 



kecamatan dan kelurahan 
I 

:-, I I 
I I I I 1 1 ,. .,. LogoDaer.ili 
I , J __ - - -+ NamaPerans]<atDaerah 
I i 
•- - - - - - • ~ - - - - - .. :-:,.,nuP~1r.~ri1~'tahDa!.-rcl; 

I 
Contoh stempel sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas, badan, 

.. . . . 
: : , - ._.., .. _ Lot.'<, t),tr,'f"'b 

: • ·-_ - .. ~.u1»>tKd•trlfhl\n 

.. --------- ---· "--- h0."·~·1-'tNoti 

~·,:,, . .._ .,:p, .,. 1,.,,, 

4(m 3.S(m 2.7cm 

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat 
Daerah adalah 2, 7 cm. 

I 
2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 

P~merintah Daerah Kabupaten nama Pemerintah Daerah 
I ' ' 

nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan 
I 

menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, 
I 

dengan ukuran: 
I 

l) ukuran garis tengah Iingkaran Iuar §ttmptl Perangkat 
I Daerah adalah 4 cm; 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat 
I Daerah adalah 3,8 cm; dan 

3) 
I 
I 

- - - - - _l,. _ .. PemerintahDaerah I . I · · ··· · ··· · 
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Conteh stempel unit pelaksana teknis 
• I 

I 

~---- Nam,1, l'ttucrirn,..11 lhw.rah 

I 
3. Stempel unit pelaksana teknis dinas berbentuk lingkaran 

·bbrisi nama Pemerintah Daerah nama Perangkat Daerah dan . ' I 

nama unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, 

I dengan ukuran: 
I 

I] ukuran garis tengah Iingkaran Iuar stempel unit pelaksana 
I teknis dinas adalah 4 cm; 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit 
I pelaksana teknis dinas adalah 3,8 cm; dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit 
pelaksana teknis dinas adalah 2, 7 cm. 
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I 5. Ketentuan Stempel. 
I 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 
I 
Bupati. 
! 

b. fejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat 
Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga 
lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab 
penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang 
membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat 
tlaerah dan sekretariat dewan. 
I 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab 
penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit 
yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat 
' Perangkat Daerah. 
I 

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 
~itetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 
I pengadaan stempel. 

I 6. Pengaman Stempel. 
I 

a. iUntuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan 
!Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia. 
I 

b. [Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode 
;pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah 
Daerah. 
I 
! 
I 
i 
! 

jsANGATRAHASIA·ll ..__ _RA_HA_S_IA _ ___. 

I 

4. Stebpel Pengamanan Naskah Dinas. Stempel Pengamanan 
NaJkah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan 
surat dan dicap pada ·· sebelah kanan atas Amplop naskah 
dinhs. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan 

I 
pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna 
stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas 

I 
berbentuk persegi panjang, berukuran panjang Scm, lebar 1 
cmJ Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia". 

I 
I 
l 
I 
! 
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BUPATIBOMBANA 

V. Amplop ! 
I 

A. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Jabatan 
I 

Nomor 094 / 123 / Setda 
I 
I 

-k·· I eterangan: 

094 1 kode klasifikasi; 
123 I nomor urut surat; 
Setda = perangkat daerah/unit kerja penggagas. 

I 

SURATTUGAS 

i 
I Penomoran 
I A. Ketentuan Penomoran 
I 1. Pengaturan naskah dinas pengaturan dan naskah dinas 

pen~tapan telah diatur dalam Peraturan Bupati Bombana 
I Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
I 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
! 

Bonibana Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Perdturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

I 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 

2. Penbmoran naskah dinas korespondensi ( surat dinas]. memuat 
I unsur berupa : 

a. Jode klasifikasi; 
I b. nomor; 

c. dama perangkat daerah/unit kerja penggagas surat. 
I . 

B. Contoh susunan dan bentuk penomoran surat korespondensi 
I 

( surat dinas) 
I 
! 
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B. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah 
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PEl\1ERINTAH KABUPATEN BOMBANA. 
SEKRETARIS DAERAH 

i 

2) Bentuk. dan L, map Naskah Dinas Jabatan Pimpinan Perangkat 
I 

Daerah/ setafa Jabatan Pimpinan;Tinggi 

I 
i 
i 

MOHON TANDA TANGAN 

BUPATI 

I 
I 

. ; 

------------------ ' I 

11 
I 
I 
I 

VI. Bentuk Map : . 
1) Bentuk dan sJsunan map Naskah Dinas Jabatan Bupati 

I : 
I . 
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I 

I PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
! 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
I 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
I 

Dst I 

I 
2. Paraf Koordinasi 

I 

I PARAF HIERARKI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
i 

KABAG/ ADMINISTRATOR/JF 
I 

KASUBAG /PENGAWAS / JF 
I 

PELAKSANA 
I 
I 

VII. Paraf 

1. Paraf hierar~i 
I 

Contoh Paraf hierarki 
I 

ili!lon~~t!runsu:45 &low1n, 
~93771 I 

I r------------------------• 

BAGIAN ORGANISASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SEKRETARIS DAERAH 

: 
i ------------------------1 ! 
I . ! 
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i 
3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah 

i 

I 

I 
! 



I JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT I JABATAN 
I DITANDATANGANI 

BUPATI a. peraturan daerah; 
I b. peraturan bupati; 
I 

I c. keputusan bupati; 
d, instruksi; · I 

! surat edaran; 
I 

e. 
f. surat dinas; 

I 
I g. surat keterangan; I 

I h. surat izin; 

I 
i. surat perjanjian; 
j. surat perintah; 
k. surat tugas; 

I 1. surat kuasa; 
I m. surat undangan; 

1. Kewenangan Penandatanganan 
I 

a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas an tar /keluar 
I 

instan~i Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ 
I 

arahan' berada pada Bupati. 
I 

b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak 
I 

bersifat kebijakan/keputusan/ arahan dapat diserahkan/ 
I 

dilimpJ.hkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan 
I 
! 

tinggi fad ya di Perangkat • Daerah atau pejabat lain yang diberi 
kewenangan. 

I 
c. penyerahari/ pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah 

I 

Dinas I dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat 
I 

dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut. 
1) Sekretaris · Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan 

dJ penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis 
I 

dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan 
! 

oleh satuan kerja di instansi masing masing. 
I 

2) .Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah 
I 

dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan 
I 

periandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- 

1. masmg. 
i 

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan 
I 

Perherintah Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel di 
b lah .. aw 1n1: 

I 

VIII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 
I 
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' 

I JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA 
I BUPATI I 

SEKRETARIS a. surat dinas a. keputusan 
DAERAH b. surat keterangan; bupati; 

c. surat izin b. surat edaran; 
d. surat perintah; c. surat dinas; e. surat tugas; d. surat f. surat perjanjian; 
g. surat perjalanan keterangan; 

dinas; e. surat izin; 
h. surat kuasa; f. surat perintah; 
i. surat undangan; g. surat tugas; 
j. surat pernyataan h. surat perjanjian; 

melaksanakan surat undangan; tugas; 1. 

k. surat panggilan; j. surat pernyataan 
1. nota dinas; melaksanakan 
m.lembar disposisi; tugas; 
n. telaahan staf; k. surat panggilan; 
o. pengumuman; 1. riota dinas; 
p. laporan; m. pengumuman; 
a. rekomendasi; 

i JABATAN DALAM JABATAN ATASNAMA 
BUPATI 

W akil Bupati a. surat dinas a. surat edaran; 
b. surat keterangan; b. surat dinas; 
c. surat perintah; c. surat keterangan; 
d. surat izin d. surat perintah; 
e. surat tugas; e. surat izin; 
f. surat pernyataan f. surat tugas; 

melaksanakan g. surat pernyataan 
tugas; melaksanakan tugas; 

g. nota dinas; h. nota dinas; 
h. lembar disposisi; i. lembar disposisi; 
i. la po ran; j. pengumuman; 
j. rekomendasi; dan k. radiogram; k. memo 1. berita acara; 

I 
m. piagam; dan 
n. sertifikat. 

n. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
o. surat panggilan; 
p. nota dinas; 
q. lembar disposisi; 
r. pengumuman; 
s. laporan; 
t. rekomendasi; 
u. radiogram; 
v. berita acara; 
w. memo; 
x. piagam; 
y. sertifikat; dan 
z. surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan. 

i 
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I DALAM ATASNAMA !JABATAN JABATAN BUPATI KETERANGAN 
I 
I KE PALA a. surat dinas; a. keputusan; - Kepala ! 
PERANGKAT b. surat b. surat Perangkat 

I DAERAH keterangan; edaran; Daerah atas 
i c. surat c. surat dinas; nama Bupati ! perintah; 
I d. surat izin; d. surat menandatan 
! e. surat keterangan; gani Naskah 
i 

I perjanjian; e. surat Dinas dalam 
i f. surat tugas; perintah; bentuk 
I g. surat f. surat susunan 
' perjalanan undangan; produk ! 
I dinas; g. sertifikat; hukum ! h. surat kuasa; I 

I i. surat dan Keputusan 

I 
undangan; h. pengumum Bupati 

j. surat an. berupa 
I pemyataan penetapan I melaksanakan dan 

I 
tugas; pengaturan 

k. surat teknis 
I panggilan; 
I 1. Nota dinas; operasional 
I m. Nota; substansi 
' 

i JABATAN DALAM JABATAN 
STAF AHLI a. telaahan staf; 

b. laporan; dan 
c. nota dinas. 

IJABATAN DALAM JABATAN ATASNAMASEKRETARIS 
DAE RAH ' I ASISTEN a. nota dinas; a. surat dinas; 

I b. lembar disposisi; b. surat keterangan; 
' c. telaahan staf; c. surat perintah; 

I 
d. la po ran; d. surat tugas; e. surat pengantar; e. surat perjalanan dinas ' f. notula; dan 

i 
g. memo. f. surat undangan; 

g. surat panggilan; 
h. nota dinas; 

l i. la po ran; 
I j. surat pengantar; dan 
I k. daftar hadir. I 

r. surat pengantar; n. radiogram; 
s. lembaran daerah; o. berita acara; 
t. berita daerah; p. piagam; 
u. berita acara; q. sertifikat 
v. notula; 
w.memo; r. surat tanda 

x. ·• daftar hadir; dan tamat 
y. sertifikat. pendidikan dan 

pelatihan 
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: 

I n. pengajuan instansi. 
konsep; - Penandatang 

I 
o. naskah dinas; anan Naskah 
p. lembar Dinas oleh 

! disposisi; Kepala 

I 
q. telaahan staf; 
r. pengumuman; Perangkat 

! s. laporan; Daerah atas ; 

I t. rekomendasi; nama Bupati 
I u. berita acara; berupa surat 
I v. memo; edaran I 

I w. daftar hadir; hanya terkait ! dan 
i x. sertifikat. pengaturan 

I 
teknis 
operasional 

I 
subsntansi 
instansi 

I Untuk i - 
I Setwan I dapat 

menanda 
tangani 

I 

I 
semua 
naskah 

i ' dinas sesuai 
I dengan I 
I kewenangan 

Kepala 
Perangkat 

I 

Daerah 
kecuali 
sertifikat 

I - Khusus 
I untuk 

Kepala 
Perangkat 

I Daerah yang 

I membidangi 
i urusan 

I 
pendidikan 
dan 

i pelatihan 

I juga dapat 
I menandatan 

I gani 
radiogram, 
piagam, 
surat tanda 

i .tamat 
pendidikan 

I dan 
. pelatihan 

atas nama 
Bupati. ·- 
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ATASNAMA 
DALAM KEPALA KETERANGAN JABATAN JABATAN PERANGKAT 

DAE RAH 
KEPALA a. surat a. surat dinas; Penandatanganan 
BID ANG perintah; b. surat surat dinas untuk 

b. nota keterangan; komunikasi 
dinas; c. surat eksternal c. lembar perintah; diutamakan untuk 

I DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA JABATAN PERANGKAT DAERAH I 

I SEKRETARIS a. surat dinas; a. surat dinas; 
I PERANGKAT b. surat keterangan; b. surat keterangan; 
i DAERAH c. surat perintah; c. surat perintah; 

I 
d. surat kuasa; d. surat undangan; • e . surat undangan; 

e. nota dinas; f f. nota dinas; I 
f. laporan; dan I 

g. lembar disposisi; I 

I 
h. telaahan staf; g. daftar hadir. 
i. la po ran; I 

I 

j. memo; dan l 

I 
k. daftar hadir. 

a. surat dinas; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat tugas; 
g. surat perjalanan 

dinas; 
h. surat kuasa; 
i. surat undangan; 
j. surat pernyataan 

melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
1. nota dinas; 
m.lembar disposisi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. berita acara; 
s. memo; 
t. daftar hadir; dan 
u. sertifikat. 

a. surat dinas; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat undangan 
e. sertifikat; dan 
f. pengumuman 

ATAS NAMA 
SEKRETARIS DAERAH DALAM JABATAN 

I 
I 
I 

• I 
! 
i 

I 
I 

I 

I 
KEPALA 
BA GIAN 

I LINGKUP 
SEKRETARIAT 
I DAERAH 

i 

I JABATAN I 
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i JABATAN DALAM ATAS NAMA KETERANGAN JABATAN BUPATI 
I C&.\1AT a. surat dinas; a. keputusan; Naskah dinas I 
I b. surat dan keputusan yang 

I 
keterangan; b. surat ditanda tangani 

c. surat edaran camat atas I perintah; nama 
I d. surat izin; bupati/wali kota 

I 
e. surat hanya untuk 

perjanjian; keputusan RT dan 
f. surat RW I 

I 
tu gas; 

I g. surat 
I perjalanan 
I dinas; i 
I h. surat 
I kuasa; 
1 i. surat 
! 
i undangan; 
i j. surat 

pernyataan 
melaksanak 
an tugas; 

k. surat 
panggilan; 

1. Nota dinas; 
m.lembar 

disposisi; 

I JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA 
DINAS/BADAN 

IKEPALA UNIT a. surat dinas; a. surat dinas; 
PELAKSANA b. surat perintah; b. surat keterangan; 

1TEKNIS DINAS c. surattugas c. surat perintah; 
I d. surat perjalanan d. surat undangan; I 
i dinas; 
I e. surat kuasa; e. nota dinas; 
I f. surat undangan; f. berita acara; 
I surat pernyataan g. daftar hadir; I g. 

I 
melaksanakan tugas h. instruksi; dan 

h. surat panggilan i. surat edaran. 
i. nota dinas; 

I 
j. lembar disposisi; 
k. telaahan staf; 

I 1. pengumuman I m. la po ran; I 
I n. rekomendasi 

I 
o. berita acara; 
p. memo; dan 

l q. daftar hadir. ! 

-74- 

disposisi; perinta.h; diutamakan untuk 
d. telaahan d. nota dinas; dilakukan oleh 

staf; dan Sekretaris 
e. laporan; e. daftar hadir. Perangkat Daerah. 

dan 
f. daftar 

hadir. 



I 
2. Pelimpahaii Kewenangan 

l a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) Atas nama, yang. disingkat a.n., 
diperguhakan jika yang berwenang menandatangani surat/ dokumen 

melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus 
dipenuJi sebagai berikut: 

I 
1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus I . . . 

untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang 
·~ I d · · tr · sifatnya a mmrs asi; 

I 

2) MatJri wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas 
dan bggung jawab pejabat yang melimpahkan; 

I 
3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas 

beraha pada pejabat yang diatasnamakan. 
I . 

I 
I 

i 
DALAM JABATAN i JABATAN i 

PELAKSANA a. nota dinas; 
b. telaahan staf; dan 
c. la po ran 

I 
i 

I JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA . I 
BAGIAN /BIDANG ' I 

KEPALA a. nota dinas; a. surat perintah; 
SUBBAGIAN /KEPALA b. telaahan staf; b. nota dinas; dan 
SUBBIDANG/KEPALA dan c. daftar hadir 

I SEKSI c. la po ran 
I 

' n. telaahan I 
I staf; I 

i 
I 
I 

I o. pengumum 

I 
.an; 

p. laporan; 

I q. rekomenda 
I si; 
I r. berita 

acara; 
s. memo; dan 

I t. daftar hadir 
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Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

a.n. Sekretaris Daerah, 
kepala Bagian Organisasi, 

........... : : :·. :·. [ ·. ·.: :·.: :·. ·. ·.:: ::·. :·.::·.: :·.:: .: :·:. .i:': :·:::.:·::::::::::::::. :·::::::::.:·:::::.: 

................. l . 
I 

I 
I 
! 
i 

tempat 
acara 

. . . 

········································ ~~- L . 
I 

l 

I ································································································ i ~~~~-~=~·~c:~ ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··································· 
I waktu ! 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

I 
I : Undangan 

I Yth . 
' l 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

DAERAH 
I 

LOGO 
' 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

Contoh: 

I 

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.) Untuk beliau, yang disingkat u.b., 
digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat 
satu tirigkat di bawahnya. Untukbeliau (u.b.) digunakan setelah ada 
atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah 

I 
Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat 
dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi 

I 
antara lain sebagai beriku t: 

I . - 
1) Pelirnpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

I . - struktural di bawahnya; 

I 
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Indira Cita, S.E., M.Si. 
Pembina, IV/ a 
NIP. 1980123120095122013 

(tanda tangan) 

Plt. Kepala Bagian Organisasi, 

Jabatan jabatan struktural memiliki 
Naskah Dinas sama dengan 

Plt. Struktural 

(tanda tangan) 

Plt. Bupati Bombana, 

Muhammad Sampurna 

Pembina Tk.I, N /b 
NIP. 19681231 199512 1 022 

Muhammad· Fitrah, S.IP, MM. 

(tanda tangan) 

kepala Bagian Organisasi, 

a.n. Bupati Bombana 
Sekretaris Daerah, 

u.b. 
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2) Plt. 

- , 

kewenangan penandatanganan 
I 
I 

pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang 
dit4da tangani olehnya. 

i 
Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah 
di I mas. 

I 

I 
I 

I 
I 
! 
I c. Penggunaan Pelaksana Togas (Plt.) 
i 

1) Plt. Bupati. 
I 

Conteh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah 
I . 

dinas. 

I 
! 

I 
I 

I 

i 
.· 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 

! 
jawabnya; 

I 

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat 
I 

pengganti;dan 
4) Tangbng jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

I . 
Contoh.] 

I 

I 
I 
I 
I 
! . 



Airlangga Saputra 

(tanda tangan) 

Pj. Sekretaris Daerah, 

dalam Dae rah Sekretaris Pj. 

Syamsuddin 

(tanda tangan) 

Pj. Bupati Bombana, 

I 
l 
i 
I 

I 
ContoJ penulisan sebutan 

I 
penandatanganan naskah dinas. 

: 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas. 

Rezky Aulia, S.H., M.H. 
Pembina, IV /a 
NIP. 19771012 200702 2 008 

(tanda tangan) 

Plh. Kepala Bagian Organisasi, 

Ahmad Syukur 

(tanda tangan) 

Plh. Bupati Bombana, 

-78- 

I 

I 
I 

e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

; 

i 
2) Plh. J Jabatan Struktural Plh. jabatan struktural memiliki 

kewenangan penandatanganan · Naskah Dinas sesuai dengan tugas 
I 

yangi diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak 
berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada 

I 
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, 

I 
dan alokasi anggaran. 

Cont6h penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 
d . I mas. 

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.) 
I 

1) Plh. Bupati 
i 

Conteh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 
I 

dinaa. 

I 



3 
2 
I 

~ Pj. BUPATI BOMBANA .. ,-.- 

! 

Fadil Kurniawan 

Pjs. Bupati Bombana, 

(tanda tangan) 

I 
f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

. I . 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah 
I 

dinas. 1 
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